
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Pengertian Penyidik 

 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan antara penyidik 

dan penyelidik. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, disebutkan “Penyidik adalah 

pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 

penyidikan”.17 Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 10, “Penyidik adalah pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-

Undang untuk melakukan penyidikan”. 

Pejabat polisi dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, bukan berarti semua pejabat 

Polisi Republik Indonesia (Polri) saja yang dapat menjadi penyidik. Penyidik 

terdiri dari polisi negara dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus oleh Undang-Undang, sedangkan penyelidik hanya terdiri dari polisi 

negara saja.18 Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan “Penyidik adalah: a. pejabat 

polisi Negara Republik Indonesia; b. pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang”.  Ayat (2) ditentukan bahwa 

                                                             
17 Bawengan Gerson W, Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi, Pradnya 

Paramita, Jakarta, 1988, h.16. 
18 Hamzah Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1985, h.74. 
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syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”. 

 Pejabat Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

disebutkan “Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil 

tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku 

penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”. 

Syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Pasal 2 ayat (1), “Penyidik adalah :   

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya 

berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;  

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat 

Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu;” 

Ayat (2), “dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor 

Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena 

jabatanya adalah penyidik”. Ayat (3), “penyidik sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai 

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Ayat (4), ”wewenang 

penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada 
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pejabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku”.  Ayat (5), “penyidik  sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi 

pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih 

dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia”. Ayat (6), “wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. 

 

2. Tugas dan Wewenang Penyidik 

 “Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan untuk mencari dan 

mengumpulkan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan mengetahui 

pelakunya”19 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, 

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 

guna menemukan tersangkanya”. 

“Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik harus memperhatikan dan 

menjunjung tinggi hukum yang berlaku, agar hak-hak tersangka tetap dilindungi 

dan dijamin berdasarkan Undang-Undang yang berlaku”.20 Tugas dan kewajiban 

penyidik disebukan dalam Pasal 8 KUHAP : 

                                                             
19 Ibid, h.120. 
20 Yudowidagdo Hendrastanto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan 

Ismunarto Agus, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 

99. 
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(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-

Undang ini. 

(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 

(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: 

a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; 

b. dalam hal penyidikan sudah dianggap; 

 Berita acara yang disebutkan dalam Pasal 8, diatur dalam Pasal 75 

KUHAP : 

(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: 

a. pemeriksaan tersangka; 

b. penangkapan; 

c. penahanan; 

d. penggeledahan; 

e. pemasukan rumah; 

f. penyitaan benda; 

g. pemeriksaan surat; 

h. pemeriksaan saksi; 

i. pemeriksaan di tempat kejadian; 

j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; 

k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 

ini. 
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(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan 

tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. 

(3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) 

ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada 

ayat (1). 

 Kewenangan penyidik, berdasarkan Pasal 7 KUHAP, maka penyidik 

berwenang : 

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena 

kewajibannya mempunyai wewenang: 

a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

i. mengadakan penghentian penyidikan; 

j. mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung jawab. 



29 
 

 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai 

wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan 

pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. 

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 

(2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”. 

 Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3), “dalam melakukan 

tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib 

menjunjung tinggi hukum yang berlaku”. Keterangan diatas jelas menuntut 

penyidik untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan bertindak sebagaimana yang 

telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.21 Sehingga 

tidak merugikan dan mengabaikan hak tersangka atau pihak yang diperiksa. 

 

3. Pengertian Penyidik Pembantu 

 Penyidik pembantu menurut KUHAP Pasal 10 ayat (1), disebutkan 

“penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat 

kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini. “Berdasarkan rasionya penyidik pembantu 

adalah para pejabat yang diperbantukan kepada pejabat penyidik, tentu 

kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik”.22 Syarat kepangkatan 

penyidik pembantu diatur didalam Pasal 10 ayat (2), “syarat kepangkatan 

sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 

                                                             
21 Ibid, h. 103. 
22 Harahap M. Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid I, 

Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 1988, h. 112-113. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana “penyidik pembantu adalah : 

a.  Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-

kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi; 

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda 

(Golongan 11/a) atau yang disamakan dengan itu”. 

 Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan “Penyidik pembantu adalah 

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi 

wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam 

Undang-Undang. 

 Diangkatnya penyidik pembantu, karena terbatasnya tenaga Polri sebagai 

penyidik, “seandainya untuk penyidik disyaratkan berpangkat sekurang-

kurangnya pembantu letnan dua polisi, maka untuk daerah atau sektor kepolisian 

yang terpencil akan mengalami hambatan dalam pelaksanaan penyidikan.23 

Karena kurangnya anggota yang berpangkat pembantu letnan dua polisi atau 

bahkan tidak ada. 

 Pasal 119 KUHAP menjelaskan “dalam hal tersangka dan atau saksi yang 

harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal diluar daerah 

hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka 

                                                             
23 Ibid 
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dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat 

tinggal tersangka dan atau saksi tersebut”. 

 Hal seperti ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi 

penyidikan di daerah-daerah. Sehingga besar kemungkinan, pelaksanaan fungsi 

penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah.24 

 

4. Tugas dan Wewenang Penyidik Pembantu 

 Pasal 12 KUHAP, disebutkan “penyidik pembantu membuat berita acara 

dan, menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara 

pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum”. 

Berdasarkan Pasal 11 jo Pasal 7 KUHAP, “Penyidik pembantu mempunyai 

wewenang sebagai berikut : 

a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

                                                             
24 Ibid 
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h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

i. mengadakan penghentian penyidikan; 

j. mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung jawab". 

 “Penyidik pembantu dalam hal melakukan penahanan wajib mendapatkan 

pelimpahan wewenang dari penyidik.”25 

 

5. Penyidik Pejabat Negeri Sipil 

 Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan “Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang 

menjadi dasar hukumnya masing-masing”. Bahwa yang dimaksud dengan 

penyidik dari pejabat negeri sipil yang disebutkan diatas, contohnya adalah para 

pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang 

melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberi oleh 

Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 

 Undang-Undang telah mengatur dan menentukan, disamping pejabat Polri 

sebagai penyidik, kita mengenal penyidik lain, yaitu pejabat-pejabat negeri sipil 

tertentu. Seperti penyidik dilingkungan Imigrasi dan penyidik dilingkungan Bea 

dan Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS, mejalankan 

                                                             
25 Ngani Nico, Budi Jaya I Nyoman, Madani Hasan, Mengenal Hukum Acara Pidana 

Bagian Umum Dan Penyidikan, Liberty, Yogyakarta,1984, h. 23. 
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penyidikan dibawah koordinasi Polri. Kewenangan PPNS ini sesuai dengan 

Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam 

pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. 

 

6. Pengertian Penyidikan 

Pasal 1 angka 2 KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pasal 1 angka 13, disebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. 

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian 

Opsporing (Belanda), Investigation (Inggris) dan Penyiasatan atau Siasat 

(Malaysia).26 Menurut De Pinto, menyidik (Opsporing) berarti “Pemeriksaan 

permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah 

mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa 

terjadi pelanggaran hukum”.27 

“Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan 

upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala 

                                                             
26  Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet.III, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, 

h.118 
27 Ibid 
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data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang 

semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak 

pidana”.28 

“Penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan. Pelaksanaan 

tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, 

sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 

dan Pasal 11 KUHAP”.29 

Penyidikan harus diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka dapat 

dituntut kemudian dihukum. Tidak benar apabila penyidikan lebih mengarah 

kepada pengakuan tersangka. Akibatnya akan terus terjadi tindakan yang tidak 

benar dari penyidik terhadap tersangka guna mendapat pengakuan tersangka. 

 

7. Tersangka dan Hak-Hak Tersangka 

 Pengertian tersangka sebagaimana dirumuskan didalam Pasal 1 angka 14 

KUHAP, “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, 

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.Sama 

seperti KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 

14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 angka 10, 

“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, 

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 

 Dari pengertian KUHAP dan PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tersangka merupakan orang yang diduga 

                                                             
28  M. Husein Harun, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, 

Jakarta, 1991, h. 87. 
29 Ibid 
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melakukan tindak pidana. Atas dugaan itu penyidik harus melakukan proses 

penyidikan guna mendapatkan bukti-bukti yang menguatkan bahwa benar 

tersangka yang melakukan tindak pidana. 

 Sebelum ada bukti-bukti yang menyatakan tersangka benar bersalah, 

tersangka harus dianggap tidak bersalah (asas praduga tak bersalah) dan dijamin 

hak-haknya. “Jika seseorang ditangkap atau ditahan, sedangkan menurut ukuran 

objektif tidak patut dipandang telah melakukan delik itu, maka penyidik dapat 

diancam pidana melanggar kemerdekaan orang baik sengaja maupun kulpa”.30 

 Hak-hak tersangka diakui oleh hukum sejak tahap pemeriksaan yang diatur 

didalam KUHAP. Tersangka mempunyai posisi yang sama dengan pihak 

pemeriksa dalam kedudukan hukum. Disebutkan dalam Bab IV KUHAP tentang 

tersangka dan terdakwa, Pasal 50 sampai Pasal 68 : 

1. Hak untuk segera diperiksa dan diadili. (Pasal 50); 

2. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti 

olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51); 

3.  Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau 

hakim (Pasal 52); 

4. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat 

hukum (Pasal 54); 

5. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55); 

6. Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57); 

                                                             
30 Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 , h.66. 
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7. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 

58); 

8. Hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya kepada 

keluarganya untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi 

penangguhannya (Pasal 59); 

9. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang 

mempunyai hubungan kekeluargaan (Pasal 60); 

10. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya 

(Pasal 61); 

11. Hak untuk mengirim dan menerima surat (Pasal 62); 

12. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan (Pasal 

63); 

13. Hak untuk diadi!i di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 

64); 

14. Hak untuk untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan saksi ahli (Pasal 

65); 

15. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66); 

16. Hak untuk meminta banding (Pasal 67); 

17. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68). 

 Sebagaimana hal-hal yang telah dijelaskan diatas, sejak proses 

pemeriksaan pendahuluan maupun proses pemeriksaan sidang pengadilan, berlaku 

asas akusatoir (accusatoir). 
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8. Pengertian Perlindungan Hukum 

 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 

Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia Yang Berat, Pasal 1 angka 1 disebutkan “Perlindungan adalah suatu 

bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat 

keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban 

dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, 

yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau 

pemeriksaan di sidang pengadilan”. 

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan “Perlindungan adalah segala upaya 

pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada 

Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. 

 “Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum 

adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka 

memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia 

lain”.31 “Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang 

bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis”.32 

 Perlindungan sama dihadapan hukum sebagaimana disebutkan didalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D, “Setiap orang berhak atas pengakuan, 

                                                             
31 Mertokusumo Soedikno, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 58 
32 Pengertian menurut Raharjo Satjipto, Hadjon Philipus M., Kansil CST, Muktie, dan 

Fajar A. 
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jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum”. Pasal 28I, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah”. 

 

9. Pengertian Korban 

 “Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai 

akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau 

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita”.33 

“Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun 

kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, 

ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, 

melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing 

negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.34 

 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 

Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia Yang Berat, Pasal 1 angka 2 disebutkan “Korban adalah orang 

perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik 

dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban Pasal 1 angka 2, disebutkan “Korban adalah seseorang yang mengalami 

                                                             
33 Gosita Arif, Masalah Korban Kejahatan, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 

Jakarta, 2004, hlm. 44. 
34 Muladi, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika 

Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 29. 
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penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 

tindak pidana”. 

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam 

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 19 

“Korban Langsung adalah orang yang menjadi objek suatu kejahatan karena 

diserang, dirampok, diperkosa, dibunuh atau dengan tindakan lain”. Pasal 1 angka 

20 “Korban Tidak Langsung adalah anggota keluarga atau kerabat dekat korban 

yang menderita akibat kejahatan yang terjadi”. 

“Dalam kerangka konstruksi sosial, maka keberadaan dan respons korban 

terhadap realitas kejahatan/peristiwa viktimisasi terhadapnya merupakan suatu 

pengkonstruksian terhadap realitas kejahatan/proses penimbulan korban dalam 

dimensi sosial yang melibatkan institusi dan kepentingan birokrasi di dalamnya, 

serta konteks masyarakat sebagai suatu totalitas”.35 

“Definisi korban secara luas adalah konstruksi korban dan reaksi sosialnya 

oleh kekuasaan lembaga dan pranata hukum pidana. Hal ini berarti konstruksi 

korban bahwa tidak semua perbuatan merugikan dan menimbulkan kerusakan 

masyarakat dianggap sebagai telah menimbulkan korban”.36 

“Pengdefinisian korban secara sempit dalam batasan legal belaka 

mengindikasikan hilannya makna proses sosial sebenarnya yang melingkupi 

                                                             
35  Indah S. C. Maya, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan 

Kriminologi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 51. 
36  Ibid, h. 52. 
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bekerjanya lembaga dan pranata hukum termasuk pembuat Peraturan Perundang-

Undangan untuk memberikan perlindungan terhadaap korban”.37 

 Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam tindak 

kekerasan, yaitu : 

a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas peneritaan yang dialaminya. 

Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak 

lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk 

menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan; 
b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi; 
c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku; 
d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum; 
e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya; 
f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis; 
g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan 

sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan; 
h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan 

dengan kejahatan yang menimpa korban; 
i. Hak atas kebebasan pribadi/ kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan 

nomor telepon atau identitas korban lainnya.38 
 

“Hal yang berhubungan masalah korban adalah masalah manusia, maka 

wajar apabila kita berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia 

serta eksistensinya. Penderitaan si korban adalah hasil interaksi antara si pembuat 

korban dan si korban, saksi (bila ada), badan-badan penegak hukum, dan anggota 

masyarakat lain”.39 

"Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya 

karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita 

mangamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara 

                                                             
37  Ibid, h. 55. 
38 Mansur Didik Arief dan Gultom Elisatris, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 50. 
39  Soeparman H. Parman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 

Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 55. 
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dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhatikan peranan si korban 

dalam timbulnya suatu kejahatan”.40 

 

                                                             
40  Ibid, h. 56. 


